
 
 

 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PASURUAN 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan karier dan  
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang 
menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah maka perlu mengubah 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5567); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 56 Tahun 2010; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: PER/15M.PAN/7/2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 
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14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 
Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
di Daerah dan Angka Kreditnya; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota 
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 14); 

18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 
Nomor 06); 

 

Dengan Persetujuan Bersama, 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26 
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KOTA PASURUAN. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 14) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 pada 
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 6 
dihapus, dan pada huruf g Pasal 6 ditambahkan 
2 (dua) angka, yakni angka 1 dan angka 2, 
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal  6 

 
Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 
3. Subbagian Administrasi dan Umum.  

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
 

2. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat diubah 
sebagaimana tercantum pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan. 

 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 9 Januari 2015 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

HASANI 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 27 April 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

 
Ttd, 

 
BAHRUL ULUM 

 

 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 5 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 010-6/2015 
 
 
 
 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
YUDHI HARNENDRO, SH.MSi 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19681027 199403 1 008 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PASURUAN 

 

 
 

I. UMUM 
 

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan 
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas 
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka 
perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Kota Pasuruan. 
  
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
 Cukup jelas. 
 
Pasal II 
 Cukup jelas. 

 
 
 
 
TAMBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26 
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI 
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KOTA PASURUAN 

 
 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

INSPEKTORAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 
HASANI 

 
 

INSPEKTUR 
 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH I 

 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH IV 

 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH III 

 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH II 

 

SEKRETARIAT 
 

SUBBAGIAN 

EVALUASI & 
PELAPORAN 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI 
& UMUM 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

Ttd, 
 

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19681027 199403 1 008 
 


